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Abstrak: Indonesia memiliki sistem hukum yang kompleks karena selain hukum positif, masyarakat
juga masih menjunjung tinggi hukum adat. Di Minangkabau, khususnya di Nagari Koto Tuo, hukum
adat masih digunakan dalam menyelesaikan kasus perzinaan yang dianggap merusak kehormatan
keluarga dan tatanan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran lembaga hukum adat
dalam penyelesaian kasus perzinaan dengan meninjau praktiknya melalui perspektif figh jinayah.
Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif kualitatif
melalui wawancara, observasi, dan studi literatur yang kemudian dianalisis. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa lembaga hukum adat berperan strategis sebagai penjaga norma sosial melalui
musyawarah keluarga dan Kerapatan Adat Nagari (KAN). Sanksi adat berupa denda (1 ameh) dan
pengasingan (buang tikarang) berfungsi sebagai tazir untuk menjaga ketertiban dan kehormatan
publik. Meski berbeda dari hudiid, mekanisme ini memiliki tujuan serupa, yaitu menjaga kehormatan
dan memberi efek jera. Temuan juga menunjukkan efektivitas sanksi adat serta potensi integrasinya
dengan prinsip figh jinayah. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan norma
hukum adat dan figh jinayah sebagai kontribusi dalam pengembangan hukum yang lebih humanis dan
aplikatif.

Kata Kunci: Jinayah, lembaga hukum adat, perzinaan

Abstract: Indonesia has a complex legal system because, in addition to positive law, the community
still upholds customary law. In Minangkabau, particularly in Nagari Koto Tuo, customary law is still
used to resolve cases of adultery, which are considered to damage family honor and social order. This
study aims to analyze the role of customary law institutions in resolving adultery cases by reviewing
their practices through the perspective of figh jinayah. The research method uses an empirical
juridical approach with qualitative descriptive methods through interviews, observations, and
literature studies, which are then analyzed. The results show that customary law institutions play a
strategic role as guardians of social norms through family deliberations and the Nagari Customary
Council (KAN). Customary sanctions in the form of fines (1 ameh) and exile (buang tikarang) function
as ta'zir to maintain public order and honor. Although different from hudud, this mechanism has a
similar purpose, namely to maintain honor and provide a deterrent effect. The findings also show the
effectiveness of customary sanctions and their potential integration with the principles of figh jinayah.
The novelty of this research lies in its attempt to integrate customary law norms and figh jinayah as
a contribution to the development of a more humanistic and applicable law.
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Pendahuluan

Indonesia adalah negara dengan keberagaman agama, suku, adat, budaya, ideologi dan
lainnya yang menjadi kekayaan sekaligus tantangan dalam menjaga ketertiban dan
keharmonisan kehidupan bermasyarakat.: Dalam konteks hukum, selain menganut sistem
hukum positif, hukum adat yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat menjadi salah satu
sistem yang dianut oleh Indonesia. Suatu aturan yang harus dipatuhi baik itu tertulis ataupun
tidak tertulis dan berlaku di suatu wilayah tertentu yang berisikan norma-norma serta adanya
value yang mengikat dalam suatu masyarakat tersebut serta terdapat sanksi di dalamnya yang

1 Ismu Gunadi dan Junaidi Efendi, Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana Vol. VIII (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2019), h. 23.
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harus dipatuhi oleh masyarakat di wilayah tersebut dapat dipahami sebagai definisi dari
hukum adat.2 Dalam ruang lingkup hukum pidana, ada jenis badan hukum yang diakui oleh
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan selanjutnya disingkat KUHP yang aturannya tidak
jelas atau tidak tertulis. Badan hukum tersebut terus tumbuh dan berkembang ditengah
masyarakat, dan yang menjadi suatu kebiasaan yang dikenal sebagai hukum pidana adat.

Hukum pidana adat mewakili masyarakat secara keseluruhan yang menyesuaikan
dengan adat istiadat dan tradisi setempat.3 Sumatera Barat sendiri masih memakai petuah
terdahulu yakni ada di dalam Luhak Nan Tigo Lareh Nan Duo.4+ Pertama, adat yang
merupakan wujud dari sebuah adat (nan sabana adat) yang dimaksudkan di sini adalah “Adat
yang tidak pernah berubah dan juga tidak akan pernah hilang, yaitu Adat yang diciptakan oleh
sang pencipta alam semesta”. Hal tersebut merupakan perilaku alami karena ini adalah
keputusan yang ditetapkan Tuhan yang tidak berubah dan merupakan sifat alami dari
perilaku yang harus dipertahankan. Hal ini menunjukkan bahwa semua kejadian di alam
semesta ini tercermin dalam hakikat adat. Tuhanlah yang mengendalikan dan mengatur
segalanya. “Adat basandi syara, syara basandi Kitabullah” dipegang teguh oleh masyarakat
Minangkabau sebagai sebuah falsafah hidup.

Kedua, adat istiadat. Ajaran nenek moyang (leluhur) yang berasal dari ninik (datuak)
katumanggungan dan ninik (datuak) parpatiah nan sabatang dapat menjadikan adat sebagai
peraturan (kaidah). Adat yang masih bertahan dari zaman nenek moyang hingga anak cucu
saat ini. Ketiga, adat nan diadatkan, dalam Majelis Kerapatan Adat atas dasar halur dan
patut, yaitu hukum yang telah disebutkan dalam musyawarah mufakat para penghulu, petua-
petua adat serta cerdik pandai. Oleh karena itu, Nagari lain juga dapat memberikan
pendapatnya perihal halur dan patut yang bisa menyebabkan peraturan ini dapat berubah-
ubah sesuai dengan keadaan, tempat dan waktu. Keempat, adat nan teradat adalah suatu
kebiasaan atau perilaku yang digunakan karena ini merupakan hasil dari suatu kebiasaan di
kalangan masyarakat umum. Namun, perilaku ini masih dipertahankan serta terus dijalani,
maka tidak baik untuk ditinggalkan.s

Hukum adat di masyarakat Minangkabau dipercaya dapat menciptakan suatu
ekuilibrium dalam kehidupan bermasyarakat.6 Hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-
laki dengan perempuan tanpa terikat akad pernikahan yang disengaja dianggap sebagai tindak
pidana zina dalam budaya Minangkabau, sebagaimana dalam hukum Islam. Namun, ada
perbedaan antara kedua pendekatan tersebut dalam hal pelaksanaan sanksinya. Dalam
hukum pidana Islam, pelaksanaan sanksinya didasarkan pada ajaran Islam merujuk pada al-
Qur'an dan Hadits. Dalam hukum adat Minangkabau, pelaksanaan sanksinya didasarkan
pada suatu keputusan yang telah ditetapkan oleh para petinggi adat atau niniak mamak.
Sebagai salah satu lembaga hukum Adat yang bertanggung jawab atas suatu wilayah dan
memiliki kedudukan di tengah masyarakatnya dan penyelesaiannya diselesaikan melalui
Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN). Ialah suatu lembaga Adat di tingkat Nagari yang
berwenang menyelesaikan masalah Sako dan Pusako dan juga membantu menyelesaikan hal
yang dapat merusak nilai-nilai adat dan melestarikan nilai-nilai Adat di tengah masyarakat.”

Soerjono Soekanto, Antropologi Hukum Dan Masyarakat (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 28.

Suriayam Mustari Pide, Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 39.

Tolib Setiadi, Intisari Adat Indonesia (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 42.

Muis, Hukum Adat Minangkabau: Kajian Filosofis Dan Antropologis (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 49.

Topo Santoso, Pluralisme Hukum Pidana Indonesia (Jakarta: PT. Ersesco, 1990), h. 21.

Suardi Mahyuddin dan Rustam Rahman, Hukum Adat Minangkabau Dalam Sejarah Perkembangan Nagari Rao-Rao
(Jakarta: Citatama Mandiri, 2002), h. 29.
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Bagi pelaku zina, sanksi pidana Adat dapat diberikan berupa denda Adat dan
pengasingan.8 Tindakan-tindakan ini diputuskan dan ditetapkan oleh pemuka Adat atau
Niniak Mamak sebagai suatu lembaga hukum Adat dengan bantuan badan hukum formal
atau informal yang memiliki cakupan hukum sebanding dengan Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP).2 Di Minangkabau khususnya di daerah Nagari Koto Tuo Kecamatan
Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar, kasus perzinaan diselesaikan berdasarkan hukum
pidana adat. Namun, tindakan ini dapat diadili oleh lembaga hukum adat dengan cara
memanggil kedua belah pihak ke balai adat atau dilakukan musyawarah yang melibatkan
orang-orang yang memiliki kedudukan di tengah masyarakat.:o Proses penyelesaian kasus
perzinaan tercantum di dalam hukum nan duo puluah (hukum yang dua puluh) yang terbagi
menjadi dua bagian, yakni undang nan salapan (undang yang delapan) yang berisi tindakan
dan perbuatan yang termasuk suatu delik dan undang nan dua baleh (undang yang dua belas)
yang membahas perihal pembuktian atau sumbang salah”, menyatakan bahwa pelanggaran
tanpa saksi dipandang sebelah mata dan tidak dapat dihukum.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas peran hukum adat dalam
menyelesaikan persoalan sosial, termasuk perzinaan. Penelitian yang dilakukan oleh Fitriani
menyoroti praktik penyelesaian kasus perzinaan melalui mekanisme adat di Minangkabau,
yang menunjukkan adanya peran dominan ninik mamak dalam menjaga kehormatan
keluarga dan Nagari.tt Sementara itu, studi oleh Hidayat lebih menekankan perbandingan
antara sanksi adat dan hukum pidana positif, di mana penyelesaian adat dianggap lebih
menekankan pada pemulihan sosial daripada efek jera.:2 Selanjutnya, penelitian oleh
Rahmawati menelaah peran lembaga adat dalam konteks hukum Islam, dengan kesimpulan
bahwa praktik adat sering kali beririsan dengan prinsip figh jinayah meskipun tidak
sepenuhnya identik.:3 Ketiga penelitian tersebut memberikan gambaran tentang eksistensi
hukum adat dalam mengatur perilaku masyarakat, namun belum mengkaji secara khusus
implementasi penyelesaian kasus perzinaan di Nagari Koto Tuo dalam perspektif figh jinayah.

Meskipun norma hukum positif maupun hukum Islam secara jelas melarang perzinaan,
praktik penyelesaian di tingkat lokal masih menunjukkan adanya perbedaan antara ketentuan
normatif dan realitas pelaksanaannya.4 Dalam praktiknya, lembaga adat di Nagari Koto Tuo
tidak hanya mengutamakan sanksi, tetapi juga menekankan pemulihan kehormatan keluarga
serta keharmonisan masyarakat, yang berbeda dengan pola penegakan hukum negara yang
lebih formalistik.s Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana posisi dan legitimasi
lembaga adat dalam kacamata figh jinayah. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis
integratif yang mengaitkan mekanisme penyelesaian adat di Nagari Koto Tuo dengan konsep
sanksi jarimah dalam figh jinayah.16 Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas mengenai
gambaran umum Desa Nagari Koto Tuo Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar,
menganalisis hukum adat dan penerapannya bagi pelaku perzinaan, menganalisis tingkat

8  Suardi Mahyuddin, Dinamika Sistem Hukum Adat Minangkabau Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung (Jakarta: PT.
Candi Cipta Paramuda, 2009), h. 43.

9 Muis, Hukum Adat Minangkabau: Kajian Filosofis Dan Antropologis, h. 54.

10 Yulizal Yunus dan Datuk Rajo Bagindo, Modul Penguatan Pemangku Adat, ed. oleh Januarisdi (Sumatera Barat: Dinas
Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, 2018), h. 13.

u  Fitriani, Hukum Adat dalam Penyelesaian Kasus Perzinaan di Minangkabau (Padang: Andalas University Press, 2018), h.
45.

12 Hidayat, “Perbandingan Penyelesaian Perkara Zina antara Hukum Adat dan Hukum Positif,” Jurnal Hukum dan Sosial 12,
no. 2 (2020): h. 112.

13 Rahmawati, Lembaga Adat dan Penyelesaian Jarimah dalam Perpektif Hukum Islam (Yogyakarta: UII Press, 2021), h. 67.

14 A. Qodri Azizy, Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum (Yogyakarta: Gama
Media, 2002), h. 87.

15 M. Idris Ramulyo, Hukum Islam: Suatu Pengantar dengan Pendekatan Normatif dan Sosiologis (Jakarta: Sinar Grafika,
2004), h. 121.

16 Abdul Qadir Audah, al-Tasyri‘ al-Jina’i al-Islami (Kairo: Maktabah Dar al-Turath, 1999), h. 233.
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efektivitas penerapan hukum dan sanksi adat dalam penyelesaian kasus perzinaan, dan
menganalisis dampak hukum yang di timbulkan setelah penjatuhan sanksi adatnya menurut
figh jinayah. Hipotesis penelitian ini adalah bahwa lembaga hukum adat memiliki relevansi
dan legitimasi dalam menyelesaikan kasus perzinaan sejauh sejalan dengan prinsip-prinsip
syariat. Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran lembaga hukum adat dalam
penyelesaian kasus perzinaan di Nagari Koto Tuo dalam perspektif figh jinayah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif empiris,
yakni mengkaji peran lembaga hukum adat dalam penyelesaian kasus perzinaan melalui
tinjauan figh jinayah serta praktik yang berlangsung di masyarakat. Jenis data yang
digunakan adalah data kualitatif primer berupa hasil wawancara dengan tokoh adat, tokoh
agama, dan aparat Nagari, serta observasi langsung terhadap mekanisme penyelesaian kasus
yang pernah terjadi di Nagari Koto Tuo. Data sekunder diperoleh dari al-Qur’an, hadis,
literatur figh jinayah, peraturan perundang-undangan, serta buku, jurnal, dan dokumen
terkait hukum adat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan studi
kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan, sedangkan analisis data dilakukan
secara deskriptif-analitis dengan membandingkan ketentuan hukum Islam dan praktik
hukum adat untuk menemukan relevansi, perbedaan, serta kontribusi hukum adat dalam
menyelesaikan kasus perzinaan. Penelitian ini dilaksanakan di Nagari Koto Tuo sebagai lokasi
utama karena di wilayah ini lembaga hukum adat masih berperan aktif dalam penyelesaian
perkara sosial-keagamaan. Waktu penelitian berlangsung selama beberapa bulan, sehingga
memungkinkan peneliti memperoleh data yang lebih komprehensif dan mendalam.

Hasil dan Pembahasan
Gambaran Umum Desa Nagari Koto Tuo

Nagari Koto Tuo merupakan salah satu desa di Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten
Tanah Datar, Sumatera Barat, dengan luas wilayah 129 hektar yang terdiri dari tiga jorong,
yaitu Koto Tuo, Babussalam, dan Pematang Tinggi. Kepadatan penduduknya mencapai 10,31
jiwa per hektar, dengan mayoritas bertempat tinggal di jorong Koto Tuo. Adapun batasan-
batasan administrasi Nagari Koto Tuo yaitu berbatasan dengan Nagari Pasie Laweh pada
sebelah utara, dengan Nagari Sungai Tarab pada sebelah selatan, lalu berbatasan dengan
Jorong Koto Hiling di sebelah baratnya, dan berbatasan oleh Jorong Babussalam Nagari Pasie
Laweh di sebelah timurnya. Nagari ini memliki jumah penduduk sebanyak 1.328 jiwa, yang
terdiri dari 644 laki-laki, dan 684 perempuan.

Adat tetap dipertahankan namun adat yang bertentangan dengan Syariat dihilangkan
digantikan degan adat yang sesuai dengan tuntunan agama Islam.7 Mayoritas masyarakat
Nagari Koto Tuo adalah penganut agama Islam dengan berlandaskan falsafah hidup orang
Minangkabau yaitu “Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah”. Sebuah kaidah figh
menegaskan jika sebuah hukum dapat ditegakkan atas dasar suatu adat. Hukum Islam
mengatur kehidupan manusia seperti ibadah, muamalah dan sebagainya, serta yang
berhubungan dengan kepidanaan dalam hukum positif seperti pencurian dan pemunuhan
seperti yang dalam KUHP. Sedangkan peristiwa hukum seperti zina, sengketa tanah,
perkelahian serta pelanggaran Adat, maka dapat diselesaikan dengan cara pemberlakuan
hukum adat. Dengan demikian, Pengadilan Adat Desa Nagari Koto Tuo akan menyidangkan
perkara-perkara tersebut dengan bermusyawarah untuk memutuskan permasalahan tersebut.

17 Zainuddin Ali, Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 43.

50



Rahmad Riski Mulya. “Peran Lembaga Hukum Adat dalam Menyelesaikan Kasus
Perzinaan di Nagari Koto Tuo dalam Tinjauan Figh Jinayah” Jurnal Al-Jinai Al-Islami
Vol. 2 no. 1 (Juni - Desember) 2024): h. 47-56.

DOI: https://doi.org/10.15575/jaa.v3i1.1691

Perekonomian masyarakat di Desa Nagari Koto Tuo ternilai cukup sejahtera yang
beriringan dengan pertumbuhan dan pertambahan penduduknya. Mayoritas penduduknya
bekerja sebagai petani dan pengelolaan bubuk kopi. Nagari Koto Tuo disebut sebagai wilayah
penghasil bubuk kopi di Kecamatan Sungai Tarab yang menjadikan usaha ini untuk
meningkatkan sektor perekonomian masyarakatnya. Dalam sistem pemerintahannya, Desa
Nagari Koto Tuo dipimpin oleh seorang Wali Nagari dibantu Sekretaris Nagari, KASI
Pelayanan, KASI Kesejahteraan dan KASI Pemerintahan, KAUR Umum dan Tata Usaha,
KAUR Keuangan, KAUR Perencanaan serta Tiga Kepala Jorong.

Hukum Adat dan Penerapannya bagi Pelaku Perzinaan di Nagari Koto Tuo dalam
Tinjauan Fiqgh jinayah

Masyarakat Minangkabau merupakan salah satu komunitas bangsa di Indonesia yang
hingga saat ini masih sangat berperan dalam kehidupan dan interaksi sosial masyarakat
umum. Berdasarkan beberapa peraturan normatif dalam berbagai undang-undang,
kepatuhan komunitas ini terhadap hukum adat masih sangat terlihat. Hukum pidana adat
diakui dalam sistem hukum Indonesia yang diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.18
Pembentukan hukum dalam masyarakat Minangkabau dapatlah dipengaruhi oleh keadaan
akan terciptanya masyarakat hukum adat tersebut atau kebutuhan dari masyarakatnya sendiri
yang dibuat atas dasar keinginan dan kesepakatan dari masyarakatnya, yang kemudian
dikenal dengan hukum adat. Pasal 1 angka 9 Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 tahun
2018 tentang Nagari, yang bermakna bahwasanya hukum adat dapat disebutkan sebagai
hukum yang tidak tertulis namun asli berasal dari masyarakat setempat yang selalu
dipertahankan karena mampu menciptakan keadilan secara turun temurun di lingkungan
masyarakat serta dapat beradaptasi akan berbagai pertimbangan hukum.

Terkait kasus perzinaan di Nagari Koto Tuo, kasus perzinaan diselesaikan dengan cara
“abu bajantiak kumuah basosa” yang artinya harus diutamakan penyelesaian di ruang
lingkup keluarga (godang kayu silau kapangka) serta kaum atau suku terlebih dahulu dengan
cara si pelaku meminta maaf kepada keluarga serta kaumnya. Setelah adanya kata permintaan
maaf dan disaksikan langsung oleh para niniak mamak di sukunya, maka niniak mamak suku
membuat surat untuk diberikan kepada niniak mamak Nagari. Setelah itu kasus perzinaan
langsung diajukan kepada Lembaga hukum Adat yakni Kerapatan Adat Nagari). Lembaga
hukum Adat yakni KAN (Kerapat Adat Nagari) yang beranggotakan dari para niniak mamak
dari setiap suku yang ada di Nagari Koto Tuo beserta dengan ketua lembaga adat Nagari yakni
Kerapatan Adat Nagari (KAN) menentukan jadwal persidangan untuk dapat membahas
terkait kasus perzinaan atau pelanggaran adat yang telah terjadi.

Dalam persidangan, para anggota lembaga hukum adat yang terdiri dari unsur niniak
mamak dari setiap suku membahas terkait kasus pelanggaran adat yang terjadi. Penyelesaian
pelanggaran adat terkait kasus perzinaan ini diharuskan menghadirkan saksi yang melihat
kejadiannya secara langsung. Dengan demikian, saksi harus mengatakan dengan kata sejujur-
jujurnya bahwasanya ia benar telah melihat kejadian tersebut disertai dengan adanya sumpah
yang diucapkan sesuai dengan syariat Islam. Jika terbukti benar bahwasanya si pelaku telah
melakukan perbuatan tersebut, maka si pelaku telah melakukan pelanggaran atas adat.

Sesuai dengan landasan hidup orang Minangkabau yang berdasarkan atas asas alua jo
patuik, yang berarti sebuah keadilan yang tercipta di tengah-tengah masyarakat untuk

18 Republik Indonesia, “Pasal 18B ayat (2) UUD 1945” (1945).
19 Pemprov Sumatera Barat, “Pasal 1 angka 9 Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari” (2018).
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menghindari sengketa antar masyarakat,2c Di Nagari koto Tuo para pelaku perzinaan akan
dikenai saksi“sanksi Buang Tikarang” yang bermakna jika pelaku zina dijatuhi hukuman
pengasingan dari kampung asalnya hingga tidak akan dapat diterima kembali oleh
masyarakat adat sekitar. Sebenarnya, hukuman ini bersifat tidak permanen, yang berarti jika
pelaku zina melunaskan denda sebanyak 2 ameh (pihak laki-laki dan pihak perempuan), yang
telah ditentukan oleh lembaga hukum adat pada waktu persidangan maka hukumannya akan
dihapuskan dan ia diperbolehkan untuk kembali ke Nagarinya tempat ia tinggal.

Jika ditinjau menurut hukum pidana Islam terkait hukum adat dan penerapan sanksi
terhadap pelaku zina di Nagari Koto tidak terlepas dari ajaran agama Islam yang selaras
dengan “Adat basandi syarak dan syarak basandi Kitabullah” sebagai suatu falsafah hidup
orang Minangkabau. Penerapan sanksi bagi pelaku zina sangat jauh berbeda antara hukum
adat dan hukum Islam. Dalam hukum Islam sendiri sudah tertera dalam al-Qur’an dan tidak
bisa untuk dirubah sebagaimana terdapat dalam Surat an-Nur ayat 2 yang berbunyi:2!

2 ) _ E L e _ - B ) L
O S o)Al 3 815 g SIS NS 5ls Bl Lot sl B 1,05 515 £l
st 53 BB L1 gy sl Al

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus
kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk
(melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian.
Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang
mukmin.”

Dalam al-Qur’an dijelaskan bahwasanya sanksi bagi orang yang melakukan perzinaan

adalah 100 kali cambuk dan dibuang ke daerah lain selama setahun. Dengan demikian,
terlihat jelas perbedaan dalam penerapan sanksi bagi mereka yang melakukan zina antara
hukum Islam dan hukum adat. Menurut hukum adat, tidak ada sistem hukuman seperti
cambuk ataupun rajam seperti yang terdapat dalam aturan al-Qur’an, yang ada hanyalah
denda dan pengasingan bagi pelakunya. Sedangkan dalam hukum pidana Islam, rajam dan
cambuk merupakan hukuman yang setimpal bagi pelaku zina. Hukum adat yang diberlakukan
bagi orang pezina pada dasarnya tidak bertentangan dengan hukum pidana Islam karena
bertujuan membuat efek jera si pelaku dan hal tersebut sudah menjadi suatu kebiasaan bagi
masyarakat Nagari Koto Tuo Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar. Walaupun
terdapat perbedaan dari sanksinya dengan hukum pidana Islam, akan tetapi sanksi adat di
sini mampu mencegah terjadinya kembali perzinaan, suatu kebiasan seperti inilah yang bisa
dikatakan sebagai ‘urf karena dalam tujuannya tidaklah menghalalkan yang haram ataupun
mengharamkan yang halal, mempunyai tujuan yang berkelanjuatan dari dulu sampai
sekarang.

Efektivitas Penerapan Hukum dan Sanksi Adat dalam Menyelesaikan Kasus
Perzinaan di Nagari Koto Tuo dalam Fiqgh jinayah

Penerapan Hukum adat di Nagari Koto Tuo dinilai masih sangat efektif diberlakukan
karena hukum adat dinilai sangat efektif dalam menjaga keharmonisan dan stabilitas sosial
masyarakat. Salah satu indikator keberhasilan ini adalah rendahnya angka kasus pezinahan

20 Yusnita Eva, Dari Komunal Ke Individual Perubahan Budaya Hukum Masyarakat Adat Minangkabau (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2021), h. 39.
21 Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin Al-Suyuti, Tafsir Jalalain, 2 ed. (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016),

h. 349.
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dan penurunan kasus perzinaan yang diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) di
wilayah tersebut selama empat tahun terakhir.

Tabel 1.1
Data Kasus Perzinaan yang Diselesaikan oleh Lembaga Hukum Adat di Nagaro
Koto Tuo Kab, Tanah Datar
Tahun 2021 2022 2023 2024 Jumlah

Kasus 4 3 1 - 8

Sumber: Kantor KAN (Kerapatan Adat Nagari) di Nagari Koto Tuo Kec. Sungai
Tarab, Kab. Tanah Datar, tanggal 7 April 2024.

Hal ini menunjukan bahwa mekanisme hukum adat ini berhasil dalam pelaksanaannya.
Hukuman yang diimplementasikan oleh lembaga hukum adat selalu dipatuhi oleh masyarakat
sekitar dalam penanganan kasus zina. Oleh karena itu, penyelesaian melalui lembaga hukum
adat sangat efektif, karena pemberian sanksi ini membuat para pelaku tidak ingin melakukan
kesalahan yang sama. Sebagaimana dikatakan oleh Bapak Yusmir bahwasanya penegakkan
sanksi adat dinilai efektif dalam menyelesaikan perkara yang terjadi secara damai yang bukan
berarti tidak diiringi oleh sanksi dan juga denda. Maksud denda di sini ialah tidak membuat
para pihak merasa keberatan, akan tetapi bertujuan sebagai sebuah edukasi agar tidak terjadi
residivis. Jadi, dalam penerapan hukuman dan sanksi adat dalam penyelesaian kasus
perzinaan di Nagari Koto Tuo dalam kacamata Figh jinayah tergolong kepada hukuman tazir.
Ta’zir berketentuan khusus jika ditelisik dari berat ataupun ringat hukuman yang dikenai
kepada pelau kejahatan oleh keputusan hakim sebagai penegak hukum yang didasarkan atas
pemahaman bahwa ta’zir bersifat pencegahan dan edukasi.2?

Penerapan sanksi ta’zir muncul dari kejahatan yang seharusnya dihukum had atau
gishas. Namun, jika kejahatan itu tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh syara’,
maka sanksi ta’zir dapat ditegakkan. Hakim memiliki kebebasan dalam penentuan hukuman
karena hakim dapat malkukan ijtihad atas apa yang harus dijatuhi kepada pelaku serta
menentukan bagaimana pelaksanaannya. Demikianlah, sikap tegas dari hakim atau
pemerintah setempat diperlukan demi kemaslahatan. Di Nagari Koto Tuo, kasus perzinaan
dijatuhi hukuman denda yaitu membayar dengan emas sebanyak 1 ameh atau sebanding
dengan banyaknya uang sebesar Rp 2.500.000 masing-masing pelaku memberikan 1 ameh
kepada lembaga hukum adat yakni Kerapatan Adat Nagari (KAN). Sanksi denda ini bertujuan
agar pelaku merasakan jera dan tidak mengulangi pelanggaran yang sama terhadap suatu
hukum adat. Hukuman ini ditegakkan agar sedikit demi sedikit dalam membuat perubahan
akan pola hidup masyarakat untuk lebih baik. Larangan untuk berbuat kerusakan terhadap
kehidupan manusia sekalipun perbuatannya dilakukan atas dasar suka sama suka, tetap saja
dilarang tegas oleh Hukum Islam itu sendiri.23

Efektivitas dari penerapan hukum dan sanksi adat ini sebagai alternatif penegakan
hukum bagi pelaku zina berdasarkan aturan dalam ajaran Islam. Dalam hukum pidana Islam
hal ini termasuk kedalam asas amar ma’ruf nahi munkar. Asas ini menyuruh untuk
melakukan kebaikan serta mecegah kepada kejahatan. Asas ini dapat berlaku di lingkungan
Masyarakat Adat sebagai social control dalam penegakan hukum.

22 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), h. 83.

23 M. Irfan Harmoko, SE.I, “Analisis Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran Dalam Akad Pembiayaan
Murabahah Di Bank Syariah (Berdasarkan Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000),” Qawdanin Journal of Economic Syaria Law
3, no. 1 (28 Januari 2019): h. 41, https://doi.org/10.30762/q.v3i1.1480.
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Sanksi Adat di Indonesia ini diaplikasi secara terbatas yang diperuntukkan bagi
beberapa negara tertentu yang terlimitasi pada beberapa dari bagian hukum perdata. Zina
dimaknai sebagai suatu hubungan seksual di luar dari pernikahan sah yang jelas dilarang oleh
agama karena merupakan dosa besar.24 Dalam jarimah ta’zir kadar akan ketentuan dalam
menetapkan suatu hukuman diserahkan kepada ijtihad para penegak hukum termasuk ringan
atau beratnya hukuman yang hendak ditetapkan kepada pelaku kejahatan seperti hakim pada
lembaga hukum adat tempat yakni Kerapatan Adat Nagari (KAN). Efektivitas penerapan
terhadap sanksi Adat jika ditelaah pada sisi perspektif hukum Islam dipengaruh oleh beberapa
faktor, seperti interpretasi Agama, konteks sosial dan nilai-nilai yang dianut dalam
masyarakat dan dalam islam yang dikenal sebagai ‘urf. Sesuatu yang senantiasa diakui sebagai
tradisi oleh masyarakatnya, baik dalam bentuk pikiran, ucapan, dan perbuatan, makadapat
dikenal dengan ‘urf.2s

Berbagai pertimbangan terkait efektivitas sanksi adat terhadap pelaku perzinaan
menurut hukum Islam yaitu kepatuhan terhadap syariat Islam, pemahaman penerapan yang
benar, dukungan masyarakat, tujuan pemasyarakatan, dan segi ekonomi. Dalam hukum adat
dari beberapa wilayah di Indonesia termasuk di lokasi penelitian ini, tahap pembuktian pada
kasus perzinaan berbeda dengan yang figh jinayah implementasikan. Pengakuan pelaku,
pengaduan masyakarat, dan dibuktikan dengan kehamilan menjadi landasan dari tahap
pembuktian yang ditegakan. Ini membuktikan jika hukum adat dalam menyelesaikan kasus
zina memerlukan berbagai bukti seperti pengakuan, adanya masyarakat yang melaporkan,
serta pelaku perempuannya terbukti hamil sehingga sanksi adat dapat diberlakukan. Jika
dikomparasikan, maka jelas jika langkah-langkah pembuktian yang diterapkan oleh hukum
adat dan hukum pidana Islam memiliki perbedaan dalam pendekatannya. Namun, tujuannya
sama yakni menerapkan nilai-nilai agama melalui penegakkan aturan.

Dampak Hukum Penjatuhan Sanksi Adat Menurut Figh jinayah

Penjatuhan sanksi adat di Nagari Koto Tuo Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah
Datar dapat memiliki dampak hukum yang signifikan dalam perspektif figh jinayah. Sanksi
adat juga dapat menjadi suatu alat dalam menegakkan norma Adat dan dapat memulihkan
keseimbangan sosial, mencegah pelanggaran Adat serta memperkuat otoritas lembaga adat.26
Penerapan sanksi adat di Nagari Koto Tuo Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar
dijalankan dengan adil, sesuai dengan norma adat dan syariat Islam.2>? Wawancara dengan
Bapak Remon selaku unsur parik paga dalam Nagari mengatakan, “Saya sebagai pemuda
Desa ini, sangat setuju dengan adanya sanksi Adat tersebut, karena itu merupakan suatu
gambaran untuk kita apalagi kita yang pemuda-pemudi sangat mudah terjerumus kepada
perbuatan tersebut, dan dengan adanya sanksi tersebut, kita akan sadar bukan hanya
denda yang akan kita tutupi akan tetapi rasa malu kita terhadap warga terlebih-lebih pada
keluarga sendiri.”

Wawancara dengan Bapak Yusmir selaku Alim Ulama di Nagari Koto Tuo Kecamatan
Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar mengatakan, “Saya setuju sekali dengan adanya
sanksi Adat yang bisa diberikan kepada mereka yang melakukan perzinaan, karena itu
akan menjadi pelajaran buat mereka yang berbuat zina bukan hanya untuk mereka akan
tetapi kita juga, itu adalah gambaran bagaimana kalau kita ada di posisi mereka, jadi

24 Ibnu Rusydi, Bidayatul Mujtahid, Jilid 5 (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 189.

25 Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), h.58.

26 Al-Mizon, Denda Adat Bagi Pelaku Zina DItinjau Dari Hukum Islam Study Kasus Di Desa Kota Rayo, kecamatan Tabir,
Kabupaten Merangin (Jambi: UIN Suthan Thaha Saifuddin, 2018), h. 73.

27 Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 34.
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dengan adanya sanksi denda mereka akan sadar dengan apa yang telah diperbuat dan kita
akan menjauhi perbuatan tersebut.”

Wawancara dengan Bapak Azwir DT. Barabanso selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari
(KAN) Nagari Koto Tuo Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar mengatakan,
“Seperti hukum pada dasarnya pasti mempunyai tujuan yang baik, begitu juga sanksi Adat
yang diberlakukan di Nagari kita ini yaitu bertujuan supaya terciptanya masyarakat yang
damai, sejahtera, jauh dari maksiat dan dengan denda tersebut diharapkan kasus
perzinaan tidak terulang kembali, itulah yang menjadi tujuan utama.”

Menurut analisis peneliti terkait dampak yang ditimbulkan setelah penjatuhan sanksi
Adat yaitu Pertama, adanya potensi pelanggaran atas hak asasi manusia, khususnya hak atas
perlakuan yang tidak manusiawi dan hak atas pengadilan yang tidak adil. Sanksi seperti
pengucilan sosial atau perkawinan paksa dapat dianggap sebagai bentuk perlakuan tidak
manusiawi serta dapat merendahkan martabat manusia. Kedua, dualisme hukum dapat
menimbulkan ketidakpastian hukum bagi si pelaku maupun penegak hukumnya. Ketiga,
efektivitas terhadap adanya sanksi adat dalam mencegah terjadinya tindak pidana perzinaan
perlu dipertanyakan. Dalam perspektif figh jinayah, sanksi yang diterapkan haruslah
seimbang dan dapat memberikan suatu rasa yang bersifat adil. Selain itu, perlu untuk diingat
bahwa hukum Islam itu mempunyai sifat yang dinamis serta dapat disesuaikan dengan
perkembangan zaman terkait kondisi masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam menerapkan
hukum Islam terkait kasus perzinaan ini, perlu dilakukan ijtihad yang mendalam dengan
mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk konteks sosial, budaya, dan hukum yang
berlaku.

Simpulan

Lembaga hukum adat di Nagari Koto Tuo memiliki peran penting dalam menyelesaikan
kasus perzinaan. Penyelesaian dilakukan melalui musyawarah keluarga dan Kerapatan Adat
Nagari (KAN) sebagai wadah utama dalam menegakkan norma sosial dan menjaga
kehormatan masyarakat. Sanksi adat yang dijatuhkan berupa denda adat (1 ameh) dan
pengasingan (buang tikarang) berfungsi sebagai bentuk tazir yang ditetapkan masyarakat
untuk memberikan efek jera dan menjaga ketertiban. Dalam perspektif figh jinayah, sanksi
adat ini berbeda dengan sanksi hudiid yang mensyaratkan pembuktian yang ketat, namun
memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga kehormatan dan kemaslahatan masyarakat.
Praktik penyelesaian secara adat menunjukkan bahwa hukum adat dapat berjalan seiring
dengan prinsip hukum Islam dalam konteks menjaga norma sosial. Secara akademis,
penelitian ini memperkaya kajian integrasi hukum adat dan figh jinayah, sedangkan secara
praktis memberi masukan bagi pemerintah dan lembaga adat dalam mengoptimalkan
penegakan hukum berbasis kearifan lokal. Adapun keterbatasannya adalah ruang lingkup
kajian yang terbatas sehingga belum sepenuhnya mengungkap dinamika sosial maupun
dampak psikologis. Karena itu, penelitian lanjutan dengan pendekatan empiris dan
interdisipliner diperlukan untuk menilai efektivitas dan keadilan penerapan sanksi adat
dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia.
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